Dalam perkembangan Hukum Imemas:o—

nal dewasa ini, maka sesudah Perang Dunia

keIl umbul suatu bldang Hukum Internasional .

_ dn bidang Hak-Hak. Asasi Manusia.
Hal L ini: tadak mengherankan karena ‘dalam
masa Perang Dunia ke-II . di wﬂayah -wilayah
pendudukan - ferutama - di . -Eropa - ierjadi
periakuan-perlakuan ke;am oleh pxhak Nazi
Jerman techadap. penduduk sipil, .

- Karena.itu, tindakan iersebut_haru_s_ d_ahmdaﬂ

- dan dicegah pada masa-masa  yang akan
datang. Segera ‘sesudah PBB. keluar, disusun:
lah Deklarasi, Universal PBB tentang Hak-Hak
Asasi. Manus:a tahun . 1948. -Dengan ‘adanya
ketentuan ini timbulah :ruang lingkup Hukum
Internasional . di berbagai . bidang, . seperti:
Hukum Internasional:. Publik, . Hukum.- Laut
Internasional, .Hukum Udara, Hukum :Ruang
Angleasa, Hukum Lingkungan, Hukum. Perjanji-
an.. Internas:oraa! Hukum -Humaniter Inter-
nas:onal dan Hukum Imemas:ona! tentang
Hak-hak Asa& Manusia,

Setiap. bidang. hukum Intemasxonai perkem-
bangannya cukup cepat, seperti di bidang
Hukum Humaniter yang dapat dibagi Hukum
Humaniter . dalam ari - luas terdapat - dalam
Hukum. . Perang. biasa.. dan juga - dalam
ketentuan-ketenuan - internasional - lainnya.
Hukum Humaniter -tumbuh - dalam . perkem-

suatu - ketentuan - internasional - dengan -tujuan

antara lain "by the desite 1o diminish the evils
of war, as far-as military requirements permit,
are :intended .to:-serve as a general rule of
conduct for -the. belligerents in their mutual
relations and -in'. their- relations --with .. the
inhabitants”: (Mukadimah - dari-Konvensi Den
Haag ke-IV.tahup 1899 dan 1907 tentang
hukum dan kebiasaan perang).t- :

Tindakan: keketasan -hanya - diizinkan - sepan-
jang kepeniingan militer memerlukannya dan
selanjutnya sebagai kelentuan -umum dalam
hubungan para pihak yang berperang harus
saling menghormatinya, demikian juga dalam
hubungan- dengan. penduduk (sipil). Jadi jelas
di sini hanya® tindakan-tindakan dari suaty
pibak yang - berperang . tidak - melakukan
kekerasan yang melewati batas teshadap pihak
lawan walaupun - hal “ini- terjadi . dalam per-
tempuran . sekalipun. Tidaklah - menjadi  soal
apakah pihak yang berperang itv suatu negara
atau -tidak . seperti -sekarang -ini-adanya PLO
alau - Pattisan/Gerilyawan,. " kepada mereka
dimintakan: : bertindak . menurut - ketentuan
internasional dan kemanusman yaﬂu antara
lain: -
in-cases not mcluded in the Reguiatxons
adopied by them, the inhabitants. and the
belliger&nts.-‘remain under - the - profection
and the rule of the principles of the law of

vangan . sengrera-sengkeln - bersenjaia - haik
secara intemasional -maupun non- miemas:o-
nal. . . i
Memang datam_ se{zap -perang dan_ se_ngketa_
bersenjata. menimbulkan kekerasan dan ke-
kejaman  sehingga .untuk -ini - perlu disusun

+nations, -as -they. result from ‘the usages

- established among civilized peoples, from

«:the laws of humanity, and the dictates of
the public conscience™ (Mukaddimah dari
Konvensi Den Haag ke-IV.. Th 1899/
1607).2 :
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Jelas dengan ketentuan ini para pihak yang .
berperang tindakan dan perlakuan terhadap ~
“pihak lawan seperti kombatan, mereka yang
hors de combat dan’ penduduk Sipil hatuslah *

secaia’ ‘kemanusiaan dan tidak dengan ke-

© kerasan, keke;aman_yang melampaui batas. |
ketentuan- * [~

'_Dar_l -pelanggaran. tethadap
o keténman internasional tersebut atau hukum

penmg & 115 dapat ‘dituntut =:sebagai - penjahai™

* perang “baik pelanggar tersebut sebagai- pe-
jabat- negara, secrang menieri, pimpinan
militer * atau - organisasi/partai. Ketentuan
tersebut terdapat dalam Perjanjian London Th.
1945 yo Piagam Mahkamah Militer Inter-
nasional-di Berlin Th.-1946 yang d:adakan dl
Neurenbe:g pasal 7-menyatakan: :

2 7The "official “position of ‘the  defendants,
- whether:as:Heads of ‘State or responsible
i officials: in: Governments, ~shall not “be
- considered :as ‘freeing them from respon-
¢ sibility or mitigating'punishment”.3
Ketentuan ini telah diterapkan baik 'di Eropa
dan Timur Jauh.di Tokyo dalam mengadili
para ‘penjahat-penjahat ‘perang,-Perang ‘Dunia
keIl Tentu untuk Timur jauh :menggunakan
Deklarasi Panglima-Tertinggi Tentara':Sekutu
untuk Timur. Jauh dn ’I‘okyo tanggai 19 Januan
Dalam :menghadapi dan- penyeiesa:an keke-
jaman -Ismel dan: pasukan: Phalangis Libanon
yang pro Israel yang: telah membantai secara
massal para pengungsi sipil Palestma ketentu—
an tersebut dapat juga diperhatikan.

:Bagian ~kedua‘dari ‘naskahini“adalah
mengenai Hukum " Internasional tentang: Hak-
hak Asasi Manusia. yang mulai dikembangkan
sejak adanya Deklarasi-Universal PBB tentang
Hak-Hak Asasi Manusia th. 1948 yang bensx 3
pokok-pokok masalah yaitu: -

1. Menghormati Hak-hak Asasi Manu51a dan
- “kebebasan dasar (fundamental freedoms).
2. Mengikat - negara-negara/pihak - peserianya

“untuk menghormati hak-hak asasi tersebut.
3. Mengatur tata:pelaksanaan selanjutnya,

“Menengah dan Pembaharuan (Renais
Adanya 2 (dua) kali peperangan dunm mem-
~bawa. kehancuran ‘kemanusiaanya

;__}Iobbes Hugo Groi:ns dan sebaga:_nya. ang
‘mana - ‘mereka merupakan “tokoh-ickoh  di

Eropa ‘pada zaman Yunani, Romawi,

berat: “Hal'ini disebabkan dengan “dite
nya teknologi militer barw/modern pe
ny2*dapat ‘membawa korban bany
pihak-pihak yang berperang. S
Adanya Deklarasi tersebut karena belum
adanya ketentuan dan tata pelaksanaannya
maka ini hanya merupakan suatu pernyataan
cita-cila saja atau "a path finding instrument”
jadi bukan legal element yang menglka" "
Namun “demikian untuk’ Eropa seadm elah
ada Konvensi Roma mengenai Peili
terhadap’ ‘Hak-hak *Asasi Manusia -dan -
bebasan ‘Dasar* tanggal 4 Nopember 1950
Sebagia ‘ penjabaran ‘ketentuan ini selan;utnya
telah dibentuk 3 badan pelaksananya yaitu:*

2.~ Komisi untuk Hak-hak Asasi Manusia. "
b. “Mahkamah uniuk Hak-hak Asasi M_anusia.' _
c. Komisi Menteri-Menteri Negara Pihak’*
Tempat * kedudukan Mahkamah adaiah dz
Strassbourg (Praricis). &

Jadi adanya Konvensi Hakvhak Asasi ‘ini adalah
juga untuk “mefindungi hak- hak pcrorangan
(individu) tanpa - membedakan daiam ras
politik, kelamin dan-sebagainya.

Untuk pen]abaran ini telah ‘dibentuk
Protokol- pro{okoi pelaksanaannya / “Untuk
wilayah “Eropa ‘Konvensi Roma “ini “felah
merupakan- hukum/ketentuan positif dan‘juga
telah menghasitkan ‘beberapa  yurisprudensi
antara lain, Lawlésscased), yaitu seorang warga
negara Ilandia melawan Pemerintah ‘Irlandia
(rahun :1960), dengan 'tindakan ‘melanggar
offences against the State Act Th. 1940.
Lawless dituduh sebagia anggota IRA (Irish
Repblican “Army) melakukan tindakan ke
kerasan dan perusakan dan Pemerintzh
Irlandia kemudian ‘menahannya tanpa - diadili
oleh’ Pengadilan. lawless ‘menuntut ‘Peme-

Adanya ketentuan ini menunjukkan bahwa
sejak manusia ada di bumi: ini perjuangan
tentang -Hak-hak ‘Asasi Manusia setiap masa
selaluy - diperjuangkan  oleh. -pelbagai . tokoh-
iokch kemanusiaan © sepert: P Thomas
Aquino, N, Machiavelli John Locke, TH.
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rintahnya ke Mahkamab  Hak-hak “Asad
Manusia atas dasar pasal 5 Konvensi Roma
tersebut di atas tentang hak untuk  men-
dapatkan proses peradilan yang adil.

Demikian jupa perkara De Becker pada tahun
1960, di mana Becker seorang wartawdn yang




T

ikural

' menyatakan'pendapat

Undang ndang Belgm ‘yang sesUai. dengan
Konvenst Roma tersebut maka™ perkara ter-
“sebut” d:hapus sebelum “ada- pu{usan “dari
Mahkamah Hak-hak ‘Asasi Manusia tersebut.
Perkara lzinnya* adalabiperkara “Lebeau fahun
1956.6 Lebeau adalah seorang Belgia yang
tmggal di Jerman dan kernud:an kawxn dengan
seorang wanita Jerman yang telah mempunyax
2 “(duz) “orang ‘anak ‘di luar’ ‘nikah. Dalam
pernikahannya ini melahirkan anak ketxga_. .
Selama _tinggal di Jerman Lebeau tefsebut
selaiu tidak membenkan perubahan aIamat
yang® benar ‘dan’” sebelumnyapun ia_ telah
dlhukum karena ‘melakukan tindak pldana
/a, arena mj 13 dtharuskan menmggal»

Jika ma teqadl maka m{rmya harus 1ku{ ke
Belgia juga dan’ harus pula menmggaikan dua
orang anak luar nikah [ersebut y"ang memnhk:
kewarganegaman Jerman.

Hal ini harus ddakukan karena suammya
(Lebeau) adalah orang yang tidak mampu
memblayax kedua anak ter‘:ebut ;IkEl harus juga
pergi ke Belgna Dan jika si isteri tersebur
tanggai maka Lebau tersebu[ “akan bcrplsah
baik dengan isterinya maupun dengan anak-
nya yang syah itu, pokoknya akan terjadi
pemtsahan keluarga (Seperating of the famdy)

!Y.‘!

_ masa'pendudukan Nazi = Jerman dx Q:

'Belgia telah bekerja-sama- dengan pshak Nazi
_yang sangat. merugikan  negara’ dan’ rakyat.
Pada tahun 1946 ‘dia diadili ‘dan dipidana -
- penjara seumur hidup.yang kemudian dirubah
: dana penjara 17 (wjuh belas)-tahun.
hun. 1951 dia -dibebaskan bersyarat :
ng1 beberapa hakny :_sebaga:_ ;

‘yang : ssmya banyak ‘diambil dan Konvensn
“Roma‘tabun 1950, '

| mal:

“ural Rights.
2. Covenant on Civil and Pohnca! nghts

Political R:ghts 7
Koveénan PBB” Eahun 1966 tentang Hak hak
Sipil’ dan Politik: * e
Pasal 2 berlakunya 2sas- asas non dxskr:mmas:
‘bagi’ setiap penduduk ‘di suatt’ negara
Pihak.
Pasal 4(3) da!am masa darumt.fderm kepen—
tingan umum dan untuk kelanjutan bangsa
" negara boleh mengesampingkan kewajiban
. melindungi hak-hak pribadi/asasi sese
* orang dengan ketentuan tindakan tindak-
~ annya ity tidak menylmpang dan ketentu—
_ an/Hukum Internasional.
“(b): ketentuan- ketentuan yang. tidak boleh
‘menyimpang adalah dan pasai-pasai 6,7, 8
1,2,11,15,16dan 18,
Pasal 6 Setnap orang mempunyal hak untuk
hidup. T;dak b{)leh beﬁentangan deugan
Konvensi, tenlang pencegahaﬂ dan’ peng-
" hukuman terhadap kejahatan dr: Genocsde
{1948).
Dari ketentuan-ketentuan di atas_itu jelas bagi
kita, bahwa isinya tidak lain -adalah. mengenai
perl;lndungan “hak- hak kemanu51aan dan
l\ebebasan dasar perorangan.  Dari . smlEah
bermula . lahirlah. suatu. ilmu - baru . dalam
huhum mternasu)nal yang telah dimulai sejak
tahun 1948 yang. merupakan masalah utama
bagr negara-negara  maju . yang . menganut

-Manusxa ‘tahun 1948 uniuk’ benua Amerlka.
‘berupa’ Konvensi - Amerika: tentang “Hak-hak
| Asasi Manusia tanggal® 22 Nopember 1969
-yang diadakan di”Costa‘Rica’ (Amerika Latin)

Pada tahun"1966" oleh Sidang Umum ‘PBB te!ah

berhasﬂ d:susun 3 buah ketentiian ‘internasio- .
y “baru “sebagai’ - pelaksanaan ‘Deklaragi -
: Umversal Hak hak Asasa Manus:z tahun_ 1948 R

Covenant' on - "Econom:c Soc:al and Cul—._ IR

| 3:""Optional ‘1o the" (_:ovenam on | Civil and
~Pada tahun 1961 Karena' ter;admya perubahan ' o '

Fr¥ ey A.J L zi\,éﬁll A% d\,llbdll 1_)‘2 al U Uu.lll
Konvensi Roma tersebut vaiw Hak untk
kehidupan keluarga, rumah dan hubungan
surat-menyurat,

Dalam perkembangan selanjutnya maka
penjabaran Deklarasi Universal Hak-hak Asasi

dermokrasi-tiert T G S T e
negara berkembang vang menekankan ani
penting hak-hak asasi manusia hanya pada
masalah sandang, pangan dan papen (peru-
mahan) guna mendapatkan hidup yang layak,
lain dengan negara-negara maju yang telah
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o memperoieh taraf hzdup yang lebih baik dan °

. Rzghts Law.. -yang kemudxan sangat populer 5
L se;ak mhun l%ﬁ-dengan ketlga dokumen PBB

anggap keuga dokumen. PBB dan: Deklarasi

Universal ~ tahun 1948 sangat .sempit ..dan

terbatas - lalu memsukan ketentuan—ketentuan

mternasnonal lamnya terutama sekain Konvensi

PBB mengenai Genocide tahun 1948

Selain ity - masuk . juga Konvens: konven31

lamnya yang dxanggap sangat erat bubungan-

nya dengan hak-hak kemanusraannya seperth

1, Convention - on the Status of Refugees of
£

2. Supplementary  Geneva Convemion for

‘Abolishing Slavery, the Siave Trade, and

_ :Insmuuons and practaces Snmlar 10 Slavery
of 1956.

3. The New York Smgle Oonvem:on on
" Narcotic Drugs of 1961,

4. Convention of the Intemat:onal Labour

Organization (ada 5 Konvenm yang meng-

*atur masalah perburuhan tersebu).8

Jadi ;elaslah bahwa dalam Hukum tentang

Hak-hak Asasi Manusia mempermasaiahkan

mengenai perhndmgan hak-hak kemanusiaan,

sedangkan - dalam hukum - Humamter ‘mem-

bicarakan megnenai. larangan kekerasan mili-

ter terhadap pihak lawan, ™

KESMFULAN

1. Dari uraian di atas itu jelaslah bagi kita
ruang lingkup kedua Hukum Internasional
berbeda yaitu mengenai hukum humaniter
dilihat dari tindakan-tindakan pihak yang
beiperang (belligerent) yang melarang me-
lakukan = kekerasan ‘militer dan  jupa
kekejaman lainnya ‘vang tidak “manusiawi

kebanyakan i:hanya menuntut pada kebebasan :

‘Karena sementara ada orang, yang meng-

terhadap -pibak  lawan - terutama pada
--mereka yang kombatan, yang telah hors
-~ combat:dan perimdungan terhadap';pem
- duduk sipil.. S - :
.;:Sedangkan mengenm Hukum tentang _ak—

.--:Kdan sua{u kOl'nlSl yang dlbentu guna
- melakukan -penyelidikan sampai; dimana
-adanya - pelanggaran . terhadap - Konvensi

Roma .tahun. 1950 tentang perlindungan
: terhadap hak»hak asasi manusia tersebut.
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